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PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG 

NOMOR 050 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 040 TAHUN 

2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BANDUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 telah 

ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung 

Nomor 040 Tahun 2019, namun dalam 

perkembangannya terdapat usulan pergeseran 

anggaran dari Perangkat Daerah sehingga Peraturan 

Wali Kota termaksud perlu diubah; 

b. bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Romawi V 

angka 26 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019, penganggaran program dan kegiatan 

yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas 

peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam 

keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya dilakukan 

dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya disampaikan 

dalam Laporan Realisasi Anggaran; 

 

c.  bahwa ... 

 

SALINAN 



2 

 

https://jdih.bandung.go.id/ 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan 

Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 040 Tahun 

2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 

Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan 

Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di DJawa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

6.  Undang-Undang ... 

 

https://www.bphn.go.id/data/documents/50uu016.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/1954/uu13-1954.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/1954/uu13-1954.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2003/UU0172003.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2004/uu1-2004.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2004/uu15-2004.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2004/uu25-2004.pdf
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan ... 

http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2004/uu33-2004.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2009/UU%2028%20Tahun%202009.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu023.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/15pp009.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu030.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6762/PP%20NO%20109%20TH%202000.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2005/pp23-2005.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17646/PP%20Nomor%2074%20Tahun%202012.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17646/PP%20Nomor%2074%20Tahun%202012.pdf
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tembahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tembahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5351); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

 

17.  Peraturan ... 

http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2005/pp55-2005.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2005/pp56-2005.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2010/pp65-2010.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2010/pp65-2010.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2007/pp39-2007.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/16629/PP0052009.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/173625/PP0832012.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/173625/PP0832012.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17035/PP%2069%20Tahun%202010.pdf
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 5533); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5950); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6206); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

25.  Peraturan ... 

https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17039/pp0712010.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17412/PP0022012.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174083/PP%20Nomor%2027%20Tahun%202014.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175054/PP%20Nomor%2055%20tahun%202016.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175179/PP%2012%20TAHUN%202017.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175252/PP%2018%20Tahun%202017.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175512/PP%20Nomor%2017%20Tahun%202018.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175555/PP%20Nomor%2033%20Tahun%202018.pdf
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 

31.  Peraturan ... 

https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175717/PP%20Nomor%2056%20Tahun%202018.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175801/PP_Nomor_12_Tahun_2019.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175800/PP_Nomor_13_Tahun_2019.pdf
http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e88fbb9f1e49a08cc1313033343232
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2011/bn310-2011.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2011/bn310-2011.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2011/bn450-2011.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2019/bn15-2019.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2019/bn15-2019.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2012/bn754-2012.pdf
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 

2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor  139); 

 

36.  Peraturan ... 

 

 

http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2013/bn1425-2013.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2014/bn1744-2014.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2017/bn198-2017.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2017/bn198-2017.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2016/bn547-2016.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2018/bn701-2018.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2019/BN%20139%20-%202019.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2019/BN%20139%20-%202019.pdf


8 

 

https://jdih.bandung.go.id/ 
 

36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota 

Bandung Tahun 2019 Nomor 7); 

37. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 040 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita 

Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 40); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 040 TAHUN 

2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2019. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung 

Nomor 040 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 

40), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 semula berjumlah 

Rp7.331.681.712.722,25 (tujuh triliun tiga ratus tiga 

puluh satu milyar tujuh ratus dua belas juta tujuh 

ratus dua puluh dua koma dua puluh lima rupiah) 

bertambah sejumlah Rp122.624.567.285,76 menjadi 

Rp7.454.306.280.008,01 (tujuh triliun empat ratus lima 

puluh empat milyar tiga ratus enam juta dua ratus 

delapan puluh ribu delapan koma satu rupiah) dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan  

a. Semula  Rp6.552.675.658.887,08 

b. Bertambah/(berkurang) Rp   667.841.756.112,08 

 Jumlah Pendapatan Rp7.220.517.414.999,16 

 setelah perubahan  

2.  Belanja ... 

https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/22004/detail
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2. Belanja 

a. Semula   Rp7.121.331.712.722,25 

b. Bertambah/(berkurang)  Rp   122.624.567.285,76 

 Jumlah Belanja setelah  Rp7.243.956.280.008,01 

 perubahan 

 Surplus/(Defisit)        (Rp   23.438.865.008,85) 

 setelah perubahan 

 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1) Semula   Rp779.006.053.835,17 

2) Bertambah/(berkurang) (Rp545.217.188.826,32) 

   Jumlah Penerimaan     Rp233.788.865.008,85 

   setelah perubahan  

 

b.  Pengeluaran 

1) Semula  Rp210.350.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)  Rp                         0,00 

Jumlah Pengeluaran    Rp210.350.000.000,00 

setelah perubahan 

Pembiayaan Netto Rp23.438.865.008,85 

setelah perubahan  

Sisa lebih pembiayaan  Rp                       0,00 

Anggaran Tahun Berkenaan  

 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran A yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Wali Kota. 

Pasal ... 
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung. 

 

 

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Oktober 2019 

WALI KOTA BANDUNG, 
 

TTD. 
 

ODED MOHAMAD DANIAL 

 

Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 18 Oktober 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 

 
   TTD. 

 

 EMA SUMARNA 

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 50 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 

 

 
 

 
H. BAMBANG SUHARI, SH 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19650715 198603 1 027 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


